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BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan
keuangan daerah Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan keuangan daerah dan Dana Non
Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama dapat dimanfaatkan kembali
dengan menetapkan peraturan kepala daerah untuk
pemanfaatan dana tersebut;

b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang
Bawang Barat Nomor 27.A Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat, akan tetapi dalam perkembanganya tidak
sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan
sehingga perlu dilakukan pencabutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan
Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomar 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4934);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 193);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 130);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69
Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2013 Nomor 1392);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada
Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor S5 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 367);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar
Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 435);



19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pedoman
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1610)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1790);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor
4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat Nomor 193) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun
2018 Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat Nomor 74);

23. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 18 Tahun
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Pelayanan kesehatan Pada Puskesmas kabupaten Tulang
Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 42
Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tulang Bawang Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan
kesehatan Pada Puskesmas kabupaten Tulang Bawang
Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2020 Nomor 43);

24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 26 Tahun
2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang
Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah daerah.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang
Barat.

Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang
Bawang Barat.

Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan
untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik
promotif, prefentif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP
adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan
perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi,
diagnosis, perawatan, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
Kepala FKTP adalah Pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah
jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar
iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat
BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

Pengelolaan Dana Non Kapitasi adalah tata cara penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana Non Kapitasi
yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.

Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan
kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang
diberikan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat
yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan
dan rencana belanja program dan kegiatan organisasi perangkat daerah
sebagai dasar penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas
Kesehatan.
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20.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

.Bendahara Penerimaan Pembantu Pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil

yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, dan
menyetorkan Dana Non Kapitasi ke Kas Daerah.

Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil
yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi penatausahaan, dan pertanggung
jawaban Dana Non Kapitasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dan
acuan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN pada
FKTP milik Pemerintah Daerah.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian
hukum dalam pengelolaan dana Non Kapitasi JKN dalam rangka tertib
administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran
Dana Non Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan oleh FKTP
dapat dimanfaatkan kembali.

BAB III
MEKANISME PEMBAYARAN KLAIM DANA NON KAPITASI

Pasal 3

Mekanisme pembayaran klaim Dana Non Kapitasi pelayanan JKN oleh BPJS
kesehatan di FKTP milik Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan
yang berlaku.

Pembayaran klaim Dana Non Kapitasi di FKTP milik Pemerintah Daerah
berdasarkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh FKTP, yang
meliputi:

pelayanan ambulan;

pelayanan obat program rujuk balik;

pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio;
rawat inap tingkat pertama;

pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau
dokter;

pelayanan KB berupa MOP/vasektomi;

kompensasi pada daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang
memenuhi syarat;

pelayanan daerah di FKTP; dan

pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan.

oo
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BAB IV
PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JKN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Non Kapitasi kepada FKTP
milik Pemerintah Daerah ke rekening FKTP yang telah di tetapkan dengan
Keputusan Bupati.



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

Pembayaran Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan
kesehatan yang diberikan oleh FKTP.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 5

Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana Non
Kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah besaran pengajuan klaim
FKTP sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggarakan dalam RKA Dinas Kesehatan.

Tata cara dan format penyusunan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 6

Kepala Dinas Kesehatan menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah
tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan Peraturan Kepala Daerah
tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.

Tata cara dan format penyusunan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 7

Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada FKTP atas usul Kepala Dinas
Kesehatan melalui PPKD.

Bendahara Penerimaan Pembantu pada FKTP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) membuka Rekening Dana Non Kapitasi JKN.

Rekening Dana Non Kapitasi JKN pada setiap FKTP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Rekening Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan bagian dari Rekening BUD.

Rekening dana NonKapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 8

Pembayaran Dana Non Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui
Rekening Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai
pendapatan daerah.

Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimafaatkan
kembali oleh FKTP setelah disetorkan ke kas Daerah sesuai Peraturan
Daerah.



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Dalam hal pendapatan Dana Non Kapitasi tidak digunakan seluruhnya
pada tahun anggaran berkenaan, dana non kapitasi tersebut dapat
digunakan tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

Bendahara  Pengeluaran Pembantu pada FKTP mencatat dan
menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja dana Non Kapitasi JKN
setiap bulan kepada Kepala FKTP.

Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas
pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN.

Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat
Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada
PPKD.

SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk sisa dana non
kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 10

Berdasarkan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3),
PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja
(SP2B) FKTP.

PPK dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP
berdasarkan SP2B.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 11

Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas
pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN.

Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan
dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 12

Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara
berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN
oleh Bendahara pada FKTP.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten melaksanakan
pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana
kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan
efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana
kapitasi.



BAB V
PEMANFAATAN DANA

Pasal 13

(1) Dana Non Kapitasi JKN yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan pada
FKTP seluruhnya dilaporkan sebagai pendapatan retribusi pelayanan
kesehatan ke kas daerah.

(2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan berdasarkan tarif Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa
Umum.

(3) Dana Non Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah dapat
dimanfaatkan kembali oleh FKTP sesuai dengan mekanisme peraturan
daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati
Kabupaten Tulang bawang barat nomor 27.A Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun
2014 Nomor 27.A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 22 September 2020

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.
UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 22 September 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 45



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Sofiya r, S.Sos., M.IP
Pembiha
NIP. 19770409 200212 1 008




